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ABSTRACT

This study aims to determine criminal liability before entering general
criminal acts against members of the national police who commit drug
abuse and to find out the process of sentencing against members of the
national police who commit drug abuse.

The criminal act of narcotics abuse committed by members of the
Indonesian National Police is also a violation of disciplinary regulations
and the Polri Professional Code of Ethics, therefore Article 12 paragraph
(1) of Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary
Regulations of Members of the Indonesian National Police confirms that
"Imposition of disciplinary punishment not delete criminal charges”.

In handling criminal sanctions against police officers who abuse nar cotics
Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The provisions do not only
apply to members of the police force but also to other communities who
have been proven to have abused narcotics. Narcotics criminal provisons
(forms of criminal acts committed and the threat of criminal sanctions for
the perpetrators) are regulated in Law No. 35 of 2009 listed in several
articles. These articles include Article 111 - Article 127, Article 129 and
Article 137.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertamggawaban pidana

sebelum masuk pidana umum terhadap anggota palg yaelakukan
tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan untuk etemgi proses
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penjatuhan hukuman terhadap anggota Polri yang koieda tindak
pidana penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukleh anggota
POLRI, juga merupakan pelanggaran terhadap peratdisiplin dan
Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12t afl) Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang PeraturaipliDisAnggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskamwadiPenjatuhan
hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.

Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhddapnoPolri yang

menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Ugdém. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan terséidak hanya berlaku
bagi anggota kepolisan saja tetapi bagi masyatakajuga yang terbukti
telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidaagkdtika (bentuk

tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sankdanp bagi

pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 20ff@antum dalam
beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara laad PHlL — Pasal 127,
Pasal 129 dan Pasal 137.

Kata Kunci : narkoba, anggota polisi, sanks pidana

. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan balsahktif
lainya) adalah masalah nasional yang mengancanapiErya tujuan
negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, akaren
penyalahgunaannya akan berdampak negative terhdddpdupan
bermasyarakat dan bernegara. Penggunaan narkobayelmabkan
seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba menpakat yang
berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorandpaber Artinya
membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan@lamasyarakat.

Oleh karena itu, maka pemerintah mengamanatkan gré&amb
wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyatahgunarkoba
kepada BNN dan Kepolisian Negara Republik IndoneSesuai dengan
Undang-undang Narkotika Pasal 81 “penyidik Kepalfisi Negara
Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang matak penyidikan
terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap nadarbgrekursor
narkoba berdasar undang-undang ini”. Oleh karangatisi khususnya
satuan reserse narkoba memiliki peran sentral dafgenegakan
penyalahgunaan narkoba. Tugas itu ada sebagai utetbut dasar
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masyarakat akan keamanan dan ketertiban, masyaidk&t akan bisa
membangun kehidupannya dengan baik bila tidak addustingkat
keamanan tertentu, maka masyarakat menaruh bargi@pdan kepada
polisi sehingga penampilan polisi banyak mendagahatian, hasil dari
interaksi antara harapan masyarakat dan penamplalisi yang
membuahkan suatu citra polisi. Tetapi dalam kemyatga banyak polisi
yang terjerat narkoba bahkan sampai mengedark&oberseperti yang
terjadi baru-baru ini dimana 3 anggota polsek Kotladru, Deli Serdang,
Sumatera Utara atas kasus penggunaan narkoba sayg mendapatkan
hukuman fisik push up dan dijemur saja.

Perbuatan tersebut akan menyebabkan menurunnyecggan dan
citra polisi dimata masyarakat, yang kemudian beaisn kepada
ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegemyalahgunaan
narkoba yang dilakukan oleh polisi.Polisi yang sebaya menjalankan
tugasnya sebagai penegak hukum khususnya penegddumhu
penyalahgunaan narkoba seharusnya menjalankanny@gdengan baik
dan penuh tanggungjawab, tetapi dalam kenyataabapgak oknum-
oknum polisi yang terlibat didalam penyalahgunaaarkoba dan
penegakannya juga tidak berjalan sebagaimana sagzest

Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalaminigolisi
dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kaswegah&tan
penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering baktilluar prosedur
hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artickgdam penegakan
tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangamg ytidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sepagagak hukum.
Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari pamagak hukum yang
harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profedisme aparat
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum memiptuyas
memelihara keamanan dalam negara Republik Indosesia diberikan
kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemdemantindak
pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombakndgtesisi awal
pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas wWewenang
sebagai penegak hukum.

Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan meéwatakan
wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedati@robatan
terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu sajaatdapenyebabkan
hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisikuntemberikan
jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindumggum terhadap
masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukanya¢ahgunaan jabatan,
tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka beuniggsmemberikan
panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yaikgbbhkan ikut
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serta dalam proses pemberantasan kejahatan nafdabain sebaliknya
jilka mereka ikut serta dalam tindakan menggunakam ithengedarkan
narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atadapgan negatif
terhadap citra polisi itu sendiri.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institkigpolisian
dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkamyal&eterlibatan
anggota Polisi terhadap masalah narkoba, baik dakmuk pemberian
pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksangkapendidikan
pembentukan Bintara maupun Perwira, tindakan peagaw secara
internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorafupun bidang
Propam (Profesi dan pengamanan internal), baik atemgetode berkala
maupun inspeksi memdadak ( sidak ) yang disersti teine kepada
seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongtau gpangkat yang
paling rendah (Bintara) sampai dengan Perwira Tirfdgndral) yang
dilakukan bekerja sama dengan Badan Nasional Nkakdropinsi (
BNNP), demikian pula upaya tindakan tegas bagi ataggang terbukti
terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui grgszadilan umum
dan diperberat dengan mengajukannya ke sidang EtkeProfesi Polri
yang sanksi hukumanya hingga pemecatan atau peembenn dengan
tidak hormat dari dinas akepolisian.

B. Perumusan dan Pembatasan M asalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana sebelum magakapumum
terhadap anggota polri yang melakukan tindak pigerayalahgunaan
narkoba?

2. Bagaimana proses penjatuhan hukuman terhadap anggbt yang
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

C. Tujuan Pendlitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana sebelasuk pidana
umum terhadap anggota polri yang melakukan tindadana
penyalahgunaan narkoba.

2. Untuk mengetahui proses penjatuhan hukuman terhadggota polri
yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba

1. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Narkotika
Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan ydaguat

mempengaruhi kesadaran, fikiran dan prilaku yangatlanenimbulkan
ketergantungan kepada pemakaianya. Bila hal terakihkejadian pada
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seseorang, maka dapat dipastikan berakhirlah semaaa depan
gemilangnya. Dari itu dihimbau kepada seluruh gptriaid tercinta anak
bangsa, jangan sentuh itu narkdba.

Sebenarnya narkotika adalah zat ataupun obat yangsdl dari
sejenis tanaman atau bukan tanaman, baik berbeatnksintetis maupun
sintetis. Misalnya : mariyuana yang lebih terkedahgan nama ganja,
bunga koka, kokain, opium yang digolongkan narkotenurut UU.R.I
No 22 tahun 1976, antara lain: 1) Ganja/Mariyuaaadbis Sativa (
Halusinogen); 2) Morfin ; 3) Heroin; 4) Kokain

Psikotropika adalah obat-obatan yang bukan narkotitetapi
mempunyai efek yang sama dengan narkotika apalskatigunakan.
Karena sasaran dari obat-obatan tersebut adaladf-syaraf tertentu dari
system syaraf pusat di otak. Pemakaian obat iniyatsabkan perubahan
khas pada aktifitas mental dan prilaku. Contoh t-obatan yang
tergolong jenis psikotropika antara lain : shabaksh Ekstasi, dengan
nama lain inex, amphetamin (zat psikostimulan), ypobl, pil koplo dan
Mandrax.

B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba seiriandak
pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidadggunakan
KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapggueakan UU no
22 dan no 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Reigila. Secara umum
hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata gang
dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdapat kagi@mpengecualian
sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikéta?

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dindse diatur
dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 20QangrNarkotika,
yang bunyinya:

(1) Setiap Penyalah Guna:
1. Narkotika Golongan | bagi diri sendiri dipidadagngan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidaningan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan,
3. Narkotika Golongan Ill bagi diri sendiri dipidardengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud gpadg1), hakim
wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksilam Pasal

! Siswantoro Sunarso. 2010. Penegakan Hukum Psikiratalam Kajian Sosiologi

Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

> Moh Taufik Makaro, dan Moh Zakky Suharsil, 2005ndak Pidana Narkotika. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
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54, Pasal 55, dan Pasal 103. (2) Dalam hal Peny&aha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktkan terbukti
sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalata Gersebut
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisial. Sanksi
pidana berupa pidana penjara yang dapat dijatuttteah hakim.

Namun, hakim juga diberikan kemungkinan untuk tidaénjatuhkan
pidana penjara, karena dalam pasal-pasal yangitaeridengan Pasal
127, terdapat pula kemungkinan penjatuhan sanksdakan

rehabilitasi oleh hakim. Pasal yang dimaksud, ya#da Pasal 54
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakl@ecdndu
narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dahafailitasi sosial di
pusat rehabilitasi ketergantungan narkofika.

C. Pengertian Etika dan K ode Etik
Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “Ethoahgy artinya

cara berpikir, kebiasaan adat, perasaan, sikapkiar watak kesusilaan
atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, adaa} éig yang dapat
dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagystem nilai atau
sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang jagirpedoman bagi
seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bektifgigka juga bisa
diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yangdman dengan akhlak
atau norma. Selain itu, Etika bisa juga diartikahagai ilmu tentang yang
baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu nrakgh menjadi
bahan refleksi yang diteliti secara sistematis matodis®

Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujoagse aturan-
aturan moral yang biasanya tertulis yang dibuah slebuah organisasi.
Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yadgdl yang diberlakukan
oleh organisasi yang bersangkutan untuk dipatuhidigunakan sebagai
pedoman oleh anggota-anggotanya dalam tindakaaki@md mereka.
Kode etik kepolisian yang aktual biasanya jugaktitertulis, tetapi ada
dan digunakan oleh sekelompoik petugas kepolsiarfudaysi yang sama
atau dari satgas yang sama.

D. Pengertian Polis

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahu® #0@ang
Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang aggh dengan fungsi
dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan pergadadangan. Istilah

> Andi Hamzah, 1983, Sistem Pidana dan Pemidanaaondsih (dari retrobusi ke
reformasi), Jakarta: PT Pradnya Paramita.

* Simorangkir,2001,Etika, Cipta Manunggal, Jakarte hP.

> Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum, Norma-normgi Ipenegak hukum, Kansius,
Yogyakarta
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kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung g@engertian,
yakni fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalamap@ Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepoliseipagai salah satu
fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaaamkean dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindpempgayom, dan
pelayanan masyarakat.

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ penteriydgag
ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikanri@avwgan menjalankan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang—undabgangan demikian
dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara kepolise@narti berbicara
tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberidimandari kepolisian
ini dipengaruhi dari konsep kepolisian yang dienmyandan dirumuskan
dalam tugas dan wewenangnya.

Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angkah 1 tersebigtas
mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi de@mbaga polisi.
Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalanalPadJndang-undang
No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Fungsi kepoliszaialah salah satu
fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaaamianan dan
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindyng@ngayoman dan
pelayanan kepada masyarakat.”

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Bidpindonesia.
Pasal 4 KUHAP ini secara umum telah menentukanyvaatetiap pejabat
negara Republik Indonesia itu adalah penyelidik.

Berarti semua pegawai kepolisian negara tanpa ketelah
dilibatkan di dalam tugas-tugas penyelidikan, ygmapda hakekatnya
merupakan salah bidang tugas dari sekian banyakstugas yang
ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahuri 188tang Hukum
Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengas-tugas yang
lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya paragaénhukum untuk
membuat sesorang pelaku dari suatu tindak pidana harus
mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukuwana di depan
hakim. Semua hal ini mempunyai hubungan yang eeaggah putusan
kehendak dari pembentuk undang-undang untuk mekalmepengayoman
terhadap keluhuran harkat serta martabat manusiaudéuk adanya
ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Répubdonesia
sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila damdjbindang Dasar
1945.
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E. Dasar Hukum Kode Etik Profes Kepolisan di Indonesia

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisiagaka
Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tdn§gdanuari 2002,
diundangkan pada tanggal 8 januari 2002 dalam Leanbldegara No. 2
Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara No. 4168.

Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kétlea
Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: “Anggota okgjpn Negara
Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak deniganmat dari dinas
Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggmpah/ janji
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, siwnpenji jabatan,
dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Reagubhdonesia.”
Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 TaB0& berbunyi:
kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitangdn fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundatgrgan.

Sejak ditetapkan perubahan kedua Undang-Undangr Déeggara
Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII Tetang pentam dan
keamanan Negara, Ketetapan Majelis PermusyawaRsdkyat Republik
Indonesia (MPR RI) Nomor VI/MPR/2000, dan Ketetap®tajelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RIpmor
VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telahashrperubahan yang
menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kigpoliblegara
Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaanarenNasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonssgai dengan peran
dan fungsi masing-masing.

I[Il. METODE PENELITIAN

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif yapenelitian yang
hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek pamebaik dalam
kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berkasaaspek yurisidis,
dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjgati pénelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disaadengan
menggunakan metode normatif kualitatif dengan gilduktif. Setelah
bahan-bahan hukum dapat diidentifikasi secara ,jefeka dilanjutkan
melakukan sistematisasi. Pada tahapan sistematsas dilakukan
pemaparan berbagai pendapat hukum dan hubungaarkiserantara
aturan-aturan hukum untuk mencari makna dari atataran hukum agar
membentuk kesatuan logika. Bahan hukum yang tersaisasi, baik
berupa pendapat hukum maupun aturan-aturan hukulenjgaya
dilakukan evaluasi dan diberikan pendapat ataunaegtasi disesuaikan
dengan permasalahan yang dibahas.
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V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Pertanggungjawaban Pidana Sebelum Masuk Pidana Umum
Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Nar koba.

Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kulderefesi
Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak @dadalah sebagai
berikut:

1) Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dia/dilaporkan
oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos pai@g gehjang organisasi
Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Doyam) pada tingkat
Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan pabila dari
hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belugkd@noleh Urusan
Provos maka kewenangan penyelidikan diambil aliehoUrusan
Paminal.

3) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Pdmarag melakukan
penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.

4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepadaddr&rovos untuk
kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terqhadalanya
pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkacla proses
penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terg@$uai dengan
yang telah diatur dalam KUHAP.

5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos B&skrim telah
terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelarmggakode Etik
Profesi Kepolisian, maka berkas perkara terselkitidkan kepada
Ankum dan mengusulkan diadakannya sidang KomisieKigtlkk Polri
(KKEP).

6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatuakiad pidana yang
dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradianum atau di
pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapapksiusan yang
berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutideng KKEP.

Dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disang
melakukan tindak pidana adalah adanya laporan p&éngaduan dari
masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut dig@ampaelalui Kepala
Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pangam(Kasi
Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam nsgadisikan
kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid ProveBlu Kepala Unit
Penyidik (Kanit 1dik) untuk melakukan pemanggilaandpemeriksaan
terhadap anggota dimaksud berikut saksi korbarsdksi-saksi lainnya.

62



Jurnal LEGALITAS Volume 4 Nomor 2, Desember 2019 SINSCETAK 2597-968X
ISSN ONLINE  2548-8244

Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas damgsf
Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidildan penegakan
hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukataki pidana.
Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidikbwaemperhatikan dan
menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan pgagaduan dari
masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku plenyiRenyidikan
terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indangmg melakukan
tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimdiatur dalam hukum
acara pidana yang berlaku di lingkungan peraditanor, yang dipertegas
dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indomgsmor 3 tahun
2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Renaddmum bagi
anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia. Pi&saan terhadap
anggota POLRI dilaksanakan sesuai jenjang kepaagkgakni sesuai
ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3nT2003 tentang
pelaksanaan teknis institusional peradilan umumi laaggota POLRI
dimana pemeriksaan terhadap anggota POLRI dalagkaapenyidikan
dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Pesaark dalam
rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pas& B5l& 3Tahun 2003
berdasarkan kepangkatannya, yakni :

a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negarang
berpangkatserendah-rendahnya Bintara.

b. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendadalahnya berpangkat
Bintara.

c. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polengy berpangkat
serendah —-rendahnya Bintara

d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggoata yangpbgkat serendah -
rendahnya Perwira Pertama.

e. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya od@iggota yang
berpangkat Perwira Menengah.

Kemudian jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idikiatanggota Idik,
mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propartabateminta saran
dan pendapat hukum pada Bid Binkum melimpahkan goarkersebut
kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau iKd&opam
melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kgatlan) dengan
tembusan Ankum di mana anggota tersebut ditugasleanjutnya dalam
Pasal 10 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP No 3 Tah0@®32tentang
Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Baggota POLRI
dijelaskan bahwa :

1. Anggota POLRI yang dijadikan tersangka/terdakwdapat
diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepalisiegara Republik
Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan saraganya putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
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2. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas P@apat dilakukan
secara langsung.

3. Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan penmiresementara
sebagaimana di maksud dalam ayat (2) diatur den¢gputusan
Kapolri.

Pemberhentian sementara dari dinas POLRI sebagaiman
dimaksud Pasal 10 di atas, bertujuan untuk memuaaahgroses
penyidikan, dalam arti bahwa status anggota POL&Ik& dilakukan
penyidikan dikembalikan sebagai anggota masyaraedtingga proses
penyidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharnapk

Di samping itu juga, hasil penyidikan masih belunenyentuh
akar permasalahan yang sebenarnya atau kurangildilakpendalaman
terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdapadk penghentian
penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atawskasng ditangani
bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yafakuken tindak
pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisternal POLRI,
yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kodé& Profesi POLRI.
Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan olelgaaagPOLRI, juga
merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiphrkaebde Etik Profesi
Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peratusmefintah Nomor 2
Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kiemol Negara
Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penjatuhamnhak disiplin
tidak menghapus tuntutan pidana”.

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahway@tagPOLRI
yang disangka melakukan tindak pidana dan disé&saimelalui
mekanisme sidang disiplin (internal POLRI), bukamasti proses pidana
telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada ifuRgserse untuk
dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihakorban
menginginkannya, demikian pula dengan pelanggadradap Kode Etik
Profesi POLRI.

Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggotaRIPOL
diperlukan dasar hukum yang dipakai sebagai lamdgsedis formil di
dalam melakukan tindak terhadap setiap anggota P@dufiy melakukan
tindak pidana. Adapun dasar hukum yang dimaksuthladatab Undang-
Undang Hukum Acara Piadana (Undang-undang No 8 ml&ai).
Sehubungan dengan subyek yang menjadi tersangkaeatiakwa adalah
anggota POLRI,maka selain KUHAP ada beberapa paragerundang-
undangan yang dipergunakan sebagai landasan hu&lam gelaksanaan
proses hukum terhadap anggota POLRI yang melaktikdak pidana
sebagai berikut:

a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang KeanoliNegara
Republik Indonesia
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b) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentatak$zaaan Teknis
Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI ®wdn kerja
dalampelaksanaan pemeriksa ini adalah Peraturaeriéam Nomor 1
Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisimgara
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor huia2003
tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Nagdepublik
Indonesia dan Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor: Tehun 2011
tentang kode etik profesi POLRI.

Sesuai ketentuan peraturan KAPOLRI Nomor: 14 TaBR0hl
tentang kode etik profesi Polri pada Pasal 19 nmtekan bahwa sidang
komisi kode etik POLRI dilakukan terhadap 3 (tigahis pelanggaran
yaitu:

a. Pelanggaran kode etik profesi POLRI

b. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Perhefdmor: 1 Tahun
2003 tentang pemberhentian anggota POLRI

c. Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang peratusaplinl anggota
POLRI

Dari hasil penelitian penulis mendapat sanksi/hukuimyang
dikenakan terhadap anggota POLRI yang melakukadakinpidana
penyalahgunaan narkotika. Jenis sanksi/hukumaehiersakni berturut-
turut penempatan ditempat khusus, diberhentikan pdratan yang
bersifat demosi, pemberhentian sementara gaji @mberhentian dari
anggota POLRI, khusus untuk pemberhentian dilaksanisetelah
dilaksanakannya sidang kode etik profesi POLRI yaegekomendasikan
pemecatan yang diajukan kepada atasan Ankum da&nnihadalah
kepala kepolisian daerah. Sesuai dengan ayat 1 26$ No 14 Tahun
2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republikionesia yang
menyatakan :

(1). Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sangginggaran
KEPP berupa:

a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuetesla;

b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secasaa ldihadapan
Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpiari dan
pihak yang dirugikan;

c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan ntate
kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuafespr
sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling ldmgsatu)
bulan;

d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang berddamosi
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
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e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersid@mosi
sekurangkurangnya 1 (satu) tahun;

f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersiemosi
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau

g. PTDH sebagai anggota Polri.

B. Proses Penjatuhan Hukuman Terhadap Anggota Polri Yang
Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredpaiap
narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 200®ahg Narkotika
lebih berat dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Ndgnor 22 Tahun
1997 Tentang Narkotika. Perubahan tersebut terlgsta pengaturan
tanaman yaitu 1 kg/5 batang dan bukan tanaman ddrgat melebihi 5
gram dan juga pengaturan pidana mati terhadap yaemproduksi,
mengekspor, mengimpor, mengedarkan dan menggumakkatika pada
orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada &t&& Golongan | juga
diterapkan pada Narkotika Golongan Il. Ketentuarseteut diharapkan
dapat membuat efek yang sangat jera bagi para yeialak pidana
narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undangalah mempunyai
daya laku dan daya mengikat dalam rangka penedabkiamm terhadap
pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidanagydilakukan
serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yatgrdialam UU No.
35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal-pPasalltersebut antara
lain Pasal 111 — Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137

Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undangutgntlo.35
Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunhleakotika juga
diberikan sanksi administratif yakni sanksi yangedikan oleh instansi
yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas pokok &epoliNegara
Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13uf hbr yakni
menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri ditwmtuk mampu
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadapagebentuk tindak
pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang gikggota Polri sendiri
yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnyandigadi panutan
masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peratuaag Perlaku.
Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tigakecuali bagi
anggota kepolisian sehingga selain dikenakan say&sg tercantum
dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberilsanksi
administratif bagi aparat tersebut dari instansigybersangkutan.

Jika oknum polisi terbukti melakukan tindak pidanarkotika,
oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan hudalam Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009, tata cara mengadili rengada KUHAP
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dapat dilihat pada ketentuan dalam Undang-UndangOfolrahun 2002

tentang Kepolisian Negara. Ada beberapa tindakag g&kan dikenakan

pada oknum polisi tersebut yaitu :

(1) dijerat dengan Peraturan Kepolisian

(2) dibawa ke sidang profesi atau sidang disigiimana dalam hal ini
ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan hasitusgpusidang

(3) pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). dikaum tersebut
dijatuhkan hukuman oleh Hakim dengan hukuman Suftpipenjara
atau lebih maka oknum tersebut dapat dipecat dstamsi tetapi jika
hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) talmaka oknum
tersebut dapat dipertimbangkan lagi oleh instansi.

(4) penurunan pangkat

(5) jika terbukti menggunakan narkoba maka oknuntisipdersebut
dimutasi ke tempat yang jauh dari narkoba atak tdka narkobanya.

Potensi keterlibatan oknum polisi dalam menyalabgan
narkotika sangatlah besar, sebab oknum polisi ya&gm manusia terlebih
polisi yang memiliki tugas sehari-harinya terlibddlam pemberantasan
peredaran narkotika. Selain sebagai pengguna, e Kasus dimana
oknum polisi sendiri yang menjadi pengedar narloti8anksi ataupun
hukuman yang dijatuhkan kepada anggota kepolisiang yterbukti
menggunakan maupun mengedarkan narkotika hariesjals tari instansi
yang bersangkutan. Dengan sanksi yang cukup bkaat menimbulkan
rasa takut bagi mereka untuk melakukan kejahatgkotiga. Harus ada
kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidaky@asanksi berupa
pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi gidasuai dengan
peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Narkotika No 35 tahun 2009 telah ratmg
sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidananu@k polisi yang
menggunakan narkotika berarti telah melanggar atdrsiplin dan kode
etik karena setiap anggota polri wajib menjaga kega hukum serta
menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat KepolisRepublik
Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin kiashe etik akan
diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sankgnftuhan sanksi disiplin
serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak nagnghtuntutan pidana
terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasala® (1) PP 2/2003
jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahunl201

Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan oté tetap
akan diproses hukum acara pidana walaupun telahalaen sanksi
disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknuriispadisangkakan
menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetaps dipandang
tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pdign yang telah
berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak beysshagaimana diatur
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Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 20@@ng Kekuasaan
Kehakiman.Apabila putusan pidana terhadap oknunsipersebut telah
berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikiak dengan hormat
berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturaerigah No. 1 Tahun
2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian NegRepublik

Indonesia.

Adapun bunyi dari pasal 12 ayat (1) huruf a adakwa Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentitidak dengan hormat
dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesicbdaa

“Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilamy ylah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertigioa

pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankauok utetap
berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik ladia.

Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 TerKadg Etik
Profesi Polri, yang berhak melakukan penegakan ketle POLRI
adalah:1) Propam Polri; 2) Komisi kode etik prof@iKomisi banding;

4) Pengembangan fungsi hukum Polri; 5) SDM Poln 8aPropram Polri
dibidang rehabilitasi.

Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Narahun 2003
Tentang Pemberhentian Anggota Polri disebutkan bahw

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diegtikan
tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian NegarguBkEk
Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan saotu
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukunp teen
menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidagatd
dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas KeaolNegara
Republik Indonesia”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3uifa@003
Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradlllmanm Bagi Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 10 ysamgunyi:

“(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiany

dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikanesgara dari
jabatan dinas Kepolisian Negara Penegakan HukuakTridana
Republik Indonesia, sejak dilakukan proses pengidikampai
adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatknnh

tetap. (2) Pemberhentian sementara dari jabatas ddepolisian
Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pekaididapat
dilakukan secara langsung. (3) Ketentuan tentang tara

pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimarsksddn
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri”.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun9199
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 TaBiéad Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam pasal 23 ayat (@yvaa

“Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan denganmmiad tidak
atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormet¢nka a)
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yaladn
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melaktikdak
pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (ertgdain
atau lebih; atau b) melakukan pelanggaran disiplegawai
Negeri Sipil tingkat berat”.

Tahap pertama proses penegakannya sepenuhnya kditaku
melalui peradilan umum, proses pemeriksaanyapuakukbn oleh
penyidik yang berwenang melakukan pemeriksaan daph&asus tindak
pidana penyalahgunaan narkotika. Setelah terdakweajalani masa
tahanan di peradilan umum selama 2/3 dari masandaahakemudian
tersangka melakukan upaya pembebasan bersyaram&glembebasan
bersyarat tersebut terdakwa dipanggil oleh Kepoligintuk selanjutnya
diperiksa untuk dilaksanakan sidang kode etik.

Adapun pihak Provos memberikan waktu selama 6 bsdaalah
terdakwa bebas dari lembaga pemasyarakatan pembeaitu tersebut
bertujuan untuk melakukan penyelidikan, menentulaawal sidang,
melakukan gelar perkara dan dalam waktu 6 bulaebert terdakwa terus
dipantau perkembangannya guna pertimbangan dalamjatuiekan
putusan pelanggaran kode etik.

Selama masa tahanan yang dijalani terdakwa, teaatichak
diberhentikan dari anggota kepolisian dan dari jegbn Kapolres
terdakwa masih mendapat 2/3 gajinya selama dalbam#éa, dikerenakan
tersangka mempunyai tanggungan istri yang tidaletj@kdan 2 orang
anaknya yang masih sekolah.

Waktu selama 6 bulan yang diberikan kepada terdalensebut
belum habis dan belum sempat dilakukan sidang leite terdakwa
kembali terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaarkotika dan
kemudian diproses dalam peradilan umum sehinggakgshaan sidang
kode etik tersebut belum dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukeaiwa dalam
proses penegakan kode etik profesi terhadap anggotisi yang
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotilkanpai saat ini
tersangka belum diadili. Alasannya yakni tersandhseri waktu untuk
memperbaiki dirinya dan karena dilakukan pengawaedabih dahulu,
dalam hal ini tidak ada peraturan perundang-undangag menyatakan
bahwa pelaksanaan sidang disiplin dilakukan 6 bsé&alah tersangka ke
luar dari rumah tahanan, hal tersebut sangat jedagentangan dengan
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Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Ndmdahun 2003
Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Dapat dikatakan bahwa dalam proses penegakan kixder@fesi
polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaarkatika dalam
pelaksanaan penyidikan belum sesuai dengan pemnatpesundang-
undangan yang berlaku, pelaksanaan di lapangan oftromasih
menggunakan kebijakan dari Kapolres yang tidak rsegeelakukan
sidang kode etik terhadap terpidana terlebih tewdak melainkan
menunggu proses pelaksanaan hukuman pidana séksaidilakukan
sidang kode etik. Semestinya demi keadilan darktggeaturan yang ada,
kebijakan seperti di atas tidak dilakukan apalagenyimpang dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakuileh anggota
POLRI, juga merupakan pelanggaran terhadap perawisgplin dan
Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 1at g%) Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang PeraturaipliDisAnggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskawéadRenjatuhan
hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana”.

2. Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhakiaymo Polri
yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undamdang No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentteasebut tidak
hanya berlaku bagi anggota kepolisan saja tetapi lhasyarakat lain
juga yang terbukti telah menyalahgunakan narko#leientuan pidana
Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan aemcaman sanksi
pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No.t&aun 2009
tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal teeatama lain Pasal
111 — Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.

. Saran

. Perlunya pegawasan terhadap pelaksanaan sadksiapdan sanksi
internal terhadap tindakpidana penyalahgunaan tikakoyang

dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga san&piad diterapkan
dengan tegas dan memberi efek jera kepada patapela

2. Aparat kepolisian dan instansi terkait agar Helbnengintensiftkan
pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagapat keluar
masuknya pengedarannarkotika.

= o
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3. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadaposadge@polisian yang
melakukan tindak pidana khususnya narkotika kareeharusnya
anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagyanakat. Ini
ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggopalisgan yang lain
untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kaadi
profesikepolisian.
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